
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara 
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara 
Negara Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk 
melaporkan kekayaannya; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nornor 6 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, 
maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara, perlu diubah; 

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian 
hukurn terhadap perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 31 Tahun 201 7 ten tang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Euton Utara, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 ten tang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 31 TAHUN 2017 

TENT ANG 
LAPORAN HARTA KEKA Y AAN PENYELENGGARA NEGARA DI LING KU NGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR -t'O TAHUN 2022 

BUPATIBUTONUTARA 
PROVINSISULA~9ESITENGGAR/t. 



Pasal 2 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 
a. Bupati dan Wakil Bupati; 
b. Pejabat Struktural Eselon II; 
c. Pejabat Strukturat Eselon ill; 
d. Pejabat Fungsional Auditor; dan 
e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

Pasall 
Ketentuan Pasal 2 dalarn Peraturan Bupati Nomor 31 
Tahun 2017 ten tang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2017 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BUTON UTARA. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 31); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KAEUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1tJ 

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN EUTON UTARA, 

~ 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal r~ - ti - .20:i.-z. 

MUHAMMAD RIDW AN ZAKARIAH 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal lh -{I - ,:lo')?. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati 1n1 dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton Utara. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

I EUTON UTARA, 


